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Abstract This study aims to determine the extent of the influence of taxpayer knowledge and tax 

sanctions on taxpayer compliance. The population of this study is PBB taxpayers in The 

Hok Village, Jambi City. This type of research is quantitative with a survey method. The 

technique used in the data collection of this study is Purposive Sampling, the number 

of samples used is 100 samples. Data collection is by sharing several questionnaire 

statements. The result of this analysis is that taxpayers' knowledge and partial tax 

sanctions on taxpayers' compliance in paying Land and Building Tax have a positive 

and significant effect. Meanwhile, taxpayer knowledge and tax sanctions 

simultaneously on taxpayers' compliance in paying Land and Building Tax have a 

positive and significant effect. 
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Pendahuluan 
Pajak merupakan salah satu pendapatan 

negara yang sangat penting. Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak 
daerah yang memiliki peran krusial dalam 
pembiayaan pembangunan ditingkat daerah. 
Pendapatan dari PBB digunakan untuk 
berbagai keperluan, seperti pembangunan 
infrastruktur, pelayanan publik, dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh 
karena itu, kepatuhan wajib pajak dalam 
membayar PBB sangatlah penting untuk 
menjamin keberlangsungan pembangunan 
daerah.  Pajak bumi dan bangunan diatur oleh 
beberapa undang-undang yaitu No.12 tahun 
1994 yang mengatur tentang perubahan 
pungutan atas pajak bumi dan bangunan (PBB-
P2), sedangkan No.28 tahun 2009 mengatur 
tentang pemerintah daerah kabupaten atau 
kota memiliki wewenang dalam melakukan 
pemungutan pajak bumi dan bangunan di 

sektor perdesaan dan perkotaan dan 
pemerintah pusat memiliki wewenang di 
sektor pertambangan, perhutanan, dan 
perkebunan (PBB-P3). 

Ada tiga sistem pemungutan pajak yang 
dilakukan, yaitu Official Assessment System, Self 
Assessment System, dan Whitholding System. 
Dari ketiga sistem tersebut mempunyai 
kelebihan masing-masing. Untuk pemungutan 
pajak biasanya menggunakan Self Assessment 
System. Pemungutan dengan sistem ini 
menerapkan pemungutan dengan 
memberikan keleluasaan dalam pemungutan 
pajak untuk menghitung dan membayar 
sendiri pajak yang terutang berdasarkan 
penghasilan dan usaha wajib pajak. Tetapi 
untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) lebih dominan mengunakan Official 
Assessment System, pemungutan pajak dengan 
sistem ini memberikan wewenang kepada 
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petugas pajak secara langsung menghitung 
pajak terutang dari wajib pajak. 

Pengunaan sistem Official Assessment 
System diharapkan wajib pajak patuh untuk 
aktif dalam pembayaran pajaknya. Tingkat 
kepatuhan wajib pajak  dapat dilihat dari 
tingkat pencapaian target penerimaan 
pembayaran pajak. Jika target penerimaan 
pembayaran pajak belum terealisasi, maka hal 
ini dikarenakan masyarakat belum 
mengetahui kewajiban mereka sebagai warga 
negara yang harus membayar pajak dan 
kurangnya sosialisasi dari Dinas Pengelolaan 
Pajak Daerah di Kota Jambi. Kepatuhan dalam 
pembayaran pajak dimulai dari kesadaran 
masyarakat akan kewajibannya. Sebagian 
wajib pajak sudah patuh akan kewajibannya 
tetapi masih ada beberapa wajib pajak yang 
melalaikan tanggung jawab mereka sehingga 
target penerimaan pajak belum terealisasi 
hingga sekarang. Pajak Bumi Bangunan 
merupakan potensi besar dalam pendapatan 
pajak dikarenakan sebagian besar masyarakat 
memilikinya, sehingga harus terus digali agar 
pendapatan negara akan terus meningkat. 
Hanya saja masyarakat masih terlalu sempit 
dalam pemahaman metode pemungutan pajak. 
Mereka seringkali menganggap pembayaran 
pajak merupakan beban yang tidak perlu 
ditanggung, juga penegakan hukum terhadap 
wajib pajak yang tidak patuh masih belum 
optimal, sehingga menimbulkan rasa 
ketidakadilan dan mengurangi minat 
masyarakat untuk patuh.  

Tabel 1. Data Penerimaan PBB 
Kelurahan The Hok 

 
 
Pemilihan Kelurahan The hok sebagai 

objek penelitian didasarkan pada penemuan 
istrumen masalah berdasarkan pengamatan, 
terdapat sejumlah faktor seperti menurunnya 
pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, 
rendahnya kesadaran akan dampak 
ketidakpatuhan pajak terhadap pembangunan 
daerah, dan juga pentingnya memberikan 
pengawasan serta memberikan sanksi yang 

tegas bagi pelanggar. Semua faktor ini 
menciptakan instrumen yang kompleks, 
sehingga dapat menurunkan tingkat 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. 
Menurunnya pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan yang dapat dilihat ditabel realisasi 
PBB diatas, data realisasi Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) di Kelurahan The hok, Kota 
Jambi menunjukan adanya penurunan, 
meskipun populasi penduduk terus mengalami 
peningkatan. Fenomena ini semain menarik 
untuk di telaah, mengingat target penerimaan 
PBB pada tahun 2024 itu adalah 952,237,000 
juta bahkan diturunkan dibandingkan tahun 
sebelumnya mencapai 967,385,165 juta. 
Wilayah ini juga memiliki karakteristik yang 
unik seperti tingkat pendidikan, pendapatan 
yang berbeda-beda dan relevan untuk dikaji 
lebih lanjut, dengan luas yang dimiliki oleh 
Kelurahan The hok adalah 2,77 Km2 (36,45%) 
paling luas diantara kelurahan lainnya di 
Kecamatan Jambi Selatan, sesuai pada data 
Badan Pusat Statistik yang dapat diakses 
melalui http://jambikota.bps.go.id dan jumlah 
seluruh penduduk di Kelurahan The Hok 
mencapai 19.260 jiwa sesuai data dari 
http://jambikota.bps.go.id. Dengan 
memahami faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak, diharapkan dapat 
memberikan kontribusi dalam pengembangan 
kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan 
meningkatkan penerimaan daerah. Oleh 
karena itu, upaya peningkatan kepatuhan 
wajib pajak perlu harus dilakukan 
terkhususnya di Kelurahan The hok, Kota 
Jambi. Alasan penulis melakukan penelitian di 
Kelurahan The hok, Kota Jambi ini dikarenakan 
juga untuk melihat seberapa besarnya 
kepatuhan masyarakat di Kelurahan The hok 
ini dalam membayar pajak khususnya Pajak 
Bumi Bangunan (PBB). Selain itu, penelitian ini 
juga diharapkan dapat mengisi kekosongan 
penelitian yang ada terkait dengan faktor-
faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib 
pajak PBB di tingkat kelurahan. Sehubung 
dengan latar belakang diatas, maka penulis 
tertarik untuk melakukan penelitian yang 
berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak 
PBB Dalam Pembayaran Pajak Di 
Kelurahan The hok, Kota Jambi”. 
 
 
 

No Tahun Target 
Realisasi 

PBB 

1 2020 967,437,903 776,091,227 

2 2021 967,437,903 907,641,797 

3 2022 965,734,006 967,083,083 

4 2023 967,385,165 1,013,602,221 

5 2024 952,237,000 947,152,181 

Sumber : Data Kelurahan The hok, Kota 

Jambi 
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Landasan Teori 
Teoti Kewajiban Mutlak (Bakti) 
 Menurut Saputra et al., (2022), negara 
memiliki hak untuk membebankan kewajiban 
kepada warganya, termasuk kewajiban 
membayar pajak. Sebaliknya, warga negara 
berkewajiban untuk mematuhi peraturan 
negara demi menjamin kehidupan bersama. 
Teori kewajiban mutlak digunakan pada 
penelitian ini, sebab teori ini menekankan pada 
hubungan timbal balik yang kuat antara negara 
dan warganya. Dalam konteks pembayaran 
pajak PBB teori ini relevan karena 
mengamsumsikan bahwa warga negara 
memiliki kewajiban moral untuk membayar 
pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap 
pembangunan daerah. Dengan demikian teori 
ini sesuai UU KUP, pajak merupakan kontribusi 
yang wajib diberikan oleh seluruh warga 
negara dan badan usaha kepada negara. 
Pembayaran pajak ini bersifat memaksa dan 
tidak akan mendapatkan imbalan langsung, 
namun digunakan untuk membiayai berbagai 
program dan kegiatan negara demi 
kepentingan bersama. 

Pengertian Pajak 
Menurut Satriya et al (2024) pajak 

adalah iuran wajib yang dipungut negara dari 
masyarakat berdasarkan undang-undang. 
Iuran ini bersifat memaksa dan tidak disertai 
dengan pemberian jasa spesifik dari negara 
secara langsung. Fungsinya adalah untuk 
membiayai seluruh pengeluaran negara dalam 
menjalankan tugas pemerintahan. 

 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
adalah pungutan yang dikenakan atas 
kepemilikan atau penggunaan tanah dan 
bangunan. Sebagai aset yang memberikan 
manfaat ekonomi bagi pemiliknya, tanah dan 
bangunan menjadi objek pajak yang logis. 
Tanah dan bangunan sebagai aset produktif 
memiliki nilai ekonomis yang terus meningkat 
seiring berjalannya waktu, kenaikan nilai aset 
ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan 
perkembangan wilayah. Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) merupakan bentuk kewajiban 
warga negara untuk berkontribusi pada 
pembangunan negara.  

 

Pengetahuan Pajak 
Dalam penelitian Kartikasari & 

Yadnyana, (2020) pengetahuan perpajakan 
merupakan pemhaman mendalam tentang 
peraturan pajak yang dapat digunakan wajib 
pajak sebagai pedoman dalam mengambil 
keputusan terkait kewajiban perpajakannya. 
Dengan demikian, penting bagi setiap wajib 
pajak untuk terus memperbarui pengetahuan 
perpajakannya. 

 Berdasarkan kajian literatur, dapat 
disimpukan bahwa pengetahuan pajak 
memiliki peran penting dalam meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak. Pemahaman yang baik 
tentang peraturan perpajakan mendorong 
wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya 
secara benar dan tepat waktu.  

Sanksi Pajak 
Sanksi pajak adalah konsekuensi hukum 

yang tak terhindarkan bagi wajib pajak yang 
tidak memenuhi kewajiban perpajakan. Tujuan 
utama dari penerapan sanksi pajak adalah 
untuk menciptakan iklim kepatuhan yang 
tinggi dikalangan wajib pajak, sehingga 
penerimaan negara dari sektor pajak dapat 
optimal. Selain itu, sanksi pajak juga berfungsi 
sebagai alat untuk menjaga keadilan dalam 
sistem perpajakan, karena setiap wajib pajak 
harus menanggung beban pajak yang sama. 
 Menurut Siti Kurnia Rahayu yang dikutip 
oleh O. Pratiwi (2020) berpendapat bahwa 
sanksi pajak merupakan bentuk pengawasan 
pemerintah untuk mencegah pelanggaran 
kewajiban perpajakan oleh wajib pajak. 

Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan wajib pajak merupakan 

cerminan dari pemahaman yang mendalam 
terhadap sistem perpajakan, tercemin dalam 
kemampuan untuk menginterpretasi seluruh 
ketentuan perpajakan, melakukan perhitungan 
pajak yang akurat, memenuhi kewajiban 
pembayaran pajak sesuai jadwal, mengisi 
formulir pajak dengan benar dan lengkap, serta 
melaporkan seluruh transaksi yang berdampak 
pajak. 

Prabandaru (2019) dalam kutipan yang 
ditulis Annisa (2021), mendefinisikan 
kepatuhan wajib pajak sebagai kesadaran dan 
tindakan aktif wajib pajak untuk memenuhi 
kewajiban perpajakannya secara tepat waktu 
dan benar.  
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Hipotesis 
 
 

 

  

 

 

Keterangan : 

 

 

H1 : Pengetahuan Wajib Pajak secara parsial                                                                           
berpengaruh signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 

H2 : Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak 

H3 : Pengetahuan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak 
secara simultan terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak 
 

Metedologi 
Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif survei untuk menguji hipotesis 
berdasarkan data numerik. Analisis data akan 
dilakukan secara deskriptif dan asosiatif untuk 
mengungkap hubungan antar variabel. 

Menurut Sugiyono (2019), “Metode 
penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai 
metode penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat positivme, digunakan untuk meneliti 
populasi atau sampel tertentu, pengumpulan 
data menggunakan instrumen penelitian, 
analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 
telah ditetapkan”. Dalam penelitian ini 
diperoleh langsung dari Kelurahan The hok, 
Kota Jambi. 

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 
19.260 penduduk di Kelurahan The hok, kota 
Jambi sesuai dari data BPS yang dapat dilihat di 
http://jambikota.bps.go.id. 

Berdasarkan hasil perhitungan 
menggunakan rumus slovin, maka sampel 
dalam penelitian adalah 99,48 atau jika 
dibulatkan menjadi 100 orang Wajib Pajak 
penduduk di Kelurahan The hok, Kota Jambi. 
Peneliti mengambil sampel menggunakan 
teknik purposive  sampling, yang mana sampel 
dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang 

relevan dengan tujuan penelitian atau bisa 
disebut fleksibel, dikarenakan agar bisa 
memahami lebih mendalam fenomena tertentu 
yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan wajib pajak.  

 

Hasil dan Pembahasan 
Hasil Uji Kualitas Data 

Berdasarkan pengujian yang telah 
dilakukan untuk uji validitas dapat diambil 
keputusan bahwa koefisien korelasi, untuk 
setiap item dalam setiap butir pertanyaan 
dengan skor keseluruhan untuk semua variabel 
adalah pada signifikan dibawah 0,05 dan r 
hitung > r tabel dan dapat diartikan bahwa 
keseluruhan pertanyaan tersebut adalah valid. 
Dan juga sudah dilakukan uji reliabilitas dan 
memperoleh hasil bahwa semua item 
penelitian reliabel yaitu nilai koefisien alpha > 
0,6 sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen 
penelitian dinyatakan reliabel. 
 
Uji Normalitas 

Hasil dari uji Kolmogorov-Smirnov 
sebesar 0,200 > 0,05, yang mana nilai 0,05 itu 
merupakan nilai standar persentase kegagalan, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai 
berdistribusi normal, dan jika nilai Asymp. Sig. 
(2-tailed) itu lebih kecil dari 0,05, maka hasil uji 
kolmogorof-smirnov tidak berdistribusi 
normal. Dan untuk plot berada di garis diagonal 
atau berada disekitar garis diagonal, sehingga 
dalam pengujian ini memenuhi asumsi 
normalitas. Jika tidak memenuhi asumsi 
normalitas, yaitu jika titik-titik pola tidak 
mendekati garis diagonal. 

 

Uji Multikolinearitas 
Hasil uji yang telah dilakukan, bahwa 

nilai Tolerance variabel Pengetahuan Wajib 
Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) adalah 0,857 
lebih besar dari 0,10 atau (0,857 > 0,10). 
Sementara, nilai VIF variabel Pengetahuan 
Wajib Pajak (X1) dan Sanksi Pajak (X2) sebesar 
1,182 lebih kecil dari 10,00 atau (1,182 < 10). 
Maka dapat disimpulkan dalam uji 
multikolinearitas dalam model regresi yang 
digunakan tidak terjadi gejala 
multikolinearitas. 

 

Uji Heteroskedastisitas 
Hasil yang telah diuji, menghasilkan 

bahwa titik-titik Scatterplot menyebar secara 

Pengetahuan 
Wajib Pajak 

(X1) 
Sanksi Pajak 

(X1) 

Kepatuhan 
Wajib Pajak 

(Y) 

=  Parsial 

=  Simultan 

 

H1 

H2 

H3 

Gambar 1.  Kerangka Pemikiran 
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acak diatas maupun diangka 0 pada sumbu y, 
hal ini artinya menunjukkan bahwa tidak 
terjadi masalah heteroskedastisitas. Jika terjadi 
masalah heteroskedastisitas, maka terdapat 
pola tertentu yang teratur, seperti 
bergelombang, melebar kemudian menyempit, 
maka dapat disimpulkan terjadi 
heteroskedastisitas. Hasil uji yang baik adalah 
ketika tidak terjadinya heteroskedastisitas.  

 
Analisis Regresi Linear Berganda 
 Berdasarkan hasil uji regresi linear 
berganda, dapat dihasilkan persamaan sebagai 
berikut: 
Y = a + b1X1 + b2X2 
Y = 4,506 + 0,526X1 + 0,208X2 
 Dari persamaan linear berganda diatas, 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Nilai a = 4,506 

Tanpa adanya pengaruh variabel X1 dan X2, 
maka besarnya kepatuhan wajib pajak Y 
sebesar 4,506. 

2. Nilai b1 = 0,526 
Diketahui hubungan antara X1 dengan Y. 
Jika sanksi pajak X2 diketahui itu bernilai 0. 
Maka, setiap kenaikan 1 variabel 
pengetahuan wajib pajak akan 
mengakibatkan kenaikan kepatuhan wajib 
pajak sebesar +0,526.  

3. Nilai b2 = 0,208 
Diketahui hubungan antara X2 dengan Y. 
Jika X1 diketahui itu bernilai 0. Maka, setiap 
kenaikan 1 variabel pengetahuan wajib 
pajak akan mengakibatkan kenaikan 
kepatuhan wajib pajak sebesar +0,208.  

Uji t (Parsial) 
a. Pengujian Variabel Pengetahuan Wajib 
Pajak (X1) 

Diketahui nilai signifikansi untuk 
pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar               
0,001 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 6,209 > 
1,660. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 
terdapat pengaruh positif dan signifikan X1 
terhadap Y. Maka, hasil tersebut diketahui 
bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. 

b. Pengujian Variabel Sanksi Pajak (X2) 
Diketahui nilai signifikansi untuk 

pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar               
0,001 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 3,141 > 
1,660. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 
terdapat pengaruh positif dan signifikan X2 
terhadap Y. Maka, hasil tersebut diketahui 

bahwa H0 ditolak dan H2 diterima.  
 

Uji F (Simultan) 
 Berdasarkan hasil uji F secara simultan, 
bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh 
Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan Sanksi 
Pajak (X2) secara simultan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 
0,001 < 0,05 dan nilai F hitung sebesar 38,881 
> 3,09, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 
diterima yang berarti terdapat pengaruh 
signifikan Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan 
Sanksi Pajak (X2) secara simultan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y). 

 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 Berdasarkan hasil uji koefisien 
determinasi Model Summary, menunjukan nilai 
koefisien korelasi (R) sebesar 0,657 yang 
berarti adanya hubungan yang kuat antara 
variabel independent (X) dengan variabel 
dependen (Y). koefisien determinasi pada tabel 
bagian R Square sebesar 0,432 yang artinya 
variabel independen (X) mempengaruhi secara 
simultan terhadap variabel dependen (Y) 
sebesar 43% sedangkan sisanya 57% 
dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. 

 

Pembahasan 
1. Pengaruh Secara Parsial Pengetahuan Wajib 

Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Hasil analisis menunjukkan bahwa 

pengetahuan wajib pajak secara signifikan 
mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak . 
Hal ini terlihat dari hasil uji t yang signifikan 
pada variabel ini, yaitu nilai signifikansinya 
lebih kecil dari 0,05       (0,001 < 0,05) atau nilai 
t hitung lebih besar dari t tabelnya (6,209 > 
1,988). Yang mengindikasikan bahwa semakin 
baik pemahaman wajib pajak mengenai aturan 
perpajakan, seperti fungsi, prosedur 
pembayaran, dan tarif pajak, maka semakin 
tinggi tingkat kepatuhan mereka.  

Hal tersebut sejalan dengan penelitian 
terdahulu yaitu milik Lestari (2021), Putri & 
Rachman (2023), Kurniawan & Nugroho 
(2021), Mulia & Ratnaningsih (2024), 
Nuriasilva (2024), Kiha & Nenomnanu (2020), 
dan Mulyani et al (2023) wajib pajak yang 
memahami manfaat pajak cenderung lebih 
terdorong untuk memenuhi kewajibannya. 
Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan perlu 
terus dilakukan oleh pemerintah dan pihak 
terkait. 
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2. Pengaruh Secara Parsial Sanksi Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  
Hasil regresi menunjukkan bahwa sanksi 

pajak berpengaruh secara signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak di Kelurahan The hok, 
Kota Jambi yaitu, nilai signifikansinya lebih 
kecil dari pada 0,05 (0,002 < 0,05) atau nilai t 
hitung lebih besar dari nilai t tabel (3,141 > 
1,988). Ini menegaskan bahwa penerapan 
sanksi yang tegas dapat mendorong wajib 
pajak untuk mematuhi kewajiban mereka. 
Ancaman sanksi seperti denda atau penalti 
membuat wajib pajak lebih berhati-hati dalam 
memenuhi kewajibannya. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian 
terdahulu yaitu, Lestari (2021), Kurniawan & 
Nugroho (2021), Magdalena Silawati Samosir 
et al (2023), dan Kiha & Nenomnanu (2020) 
sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah 
yang efektif dalam menciptakan lingkungan 
perpajakan yang tertib.  

 
3. Pengaruh Secara Simultan Pengetahuan 

Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 

Uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa 
pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak 
secara bersama-sama memiliki pengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di 
Kelurahan The hok, kota Jambi, yaitu nilai 
signifikansinya lebih kecil dari pada 0,05 
(0,001 < 0,05) atau nilai F hitung lebih besar 
dari pada nilai F tabel        (36,881 > 3,09). Hal 
ini menunjukkan bahwa kombinasi antara 
edukasi dan penegakan hukum yang tegas 
adalah strategi yang efektif untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian 
terdahulu dimana didalam penelitiannya 
terdapat variabel independen (bebas) 
pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 
wajib pajak, yaitu Kurniawan & Nugroho 
(2021), Lestari (2021),dan Kiha & Nenomnanu 
(2020) pendekatan yang mengkombinasikan 
edukasi dan penegakan hukum sangat penting 
untuk menciptakan sistem perpajakan yang 
lebih baik. Informasi yang jelas mengenai 
manfaat dan kewajiban pajak, disertai dengan 
penerapan sanksi yang tegas, akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 
 

Kesimpulan 
1. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1) 

secara parsial berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
(Y), berdasarkan hasil uji t (parsial), 
menghasilkan t hitung lebih besar dari pada 
t tabel yaitu 6,209 > 1,660 atau nilai 
signifikansinya lebih kecil dari pada nilai 
0,05 yaitu 0,001 < 0,05. Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin baik pengetahuan yang 
dipunya oleh wajib pajak maka semakin 
besar pula pemahaman yang mereka miliki 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 
Kelurahan The hok, Kota Jambi. 

2. Variabel Sanksi Pajak (X2) secara parsial 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y), berdasarkan 
hasil uji t (parsial) yang telah dilakukan, 
nilai t hitung lebih besar dibandingkan nilai 
t tabelnya yaitu 3,141 > 1,660 atau nilai 
signifikansinya lebih kecil dari pada nilai 
0,05 yaitu 0,002 < 0,05. Maka dapat 
diartikan bahwa penerapan sanksi pajak 
yang tegas dan konsisten akan 
menimbulkan kepatuhan wajib pajak 
terhadap pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) di kelurahan The hok, Kota 
Jambi. 

3. Variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), 
Sanksi Pajak (X2) secara simultan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak (Y), berdasarkan uji 
F yang telah dilakukan menghasilkan nilai F 
hitung lebih besar dari pada F tabel yaitu 
36,881 > 3,09 atau nilai signifikansinya 
lebih kecil dari pada nilai 0,05 yaitu 0,001 < 
0,05. Sehingga dapat diartikan bahwa 
adanya kombinasi antara edukasi tentang 
pemahaman pajak khususnya PBB yang 
berisi tentang informasi manfaatnya 
membayar pajak dengan sanksi yang tegas 
ketika wajib pajak terlambat atau sengaja 
tidak membayar pajak, sehingga akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak di 
Kelurahan The hok, Kota Jambi. 
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